KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 25/SKB/V/2017
NOMOR : 590-3167A Tahun 2017
NOMOR : 34 Tahun2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas
percepatan  pelaksanaan pendaftaran tanah oleh
pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen
penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang
diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki
dapat didaftarkan;

b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan
persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh
pemerintah dan membebaskan pembiayaannya bagi
masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pengaturan
sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran

Pendapatan Belanja Negara;

c. bahwa...




Mengingat

bahwa biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan/
pemilikan tanah, sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara,;

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud huruf a memerlukan sinergi
kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam
Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran

Tanah Sistematis;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Instruksi...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran
biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan
pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:

1. kegiatan penyiapan dokumen;

2. kegiatan pengadaan Patok dan Meterai;

3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi memfasilitasi pelaksanaan persiapan
pendaftaran tanah sistematis, melalui sosialisasi kepada

masyarakat desa.

KETIGA...



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota

untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganggarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing
daerah;

2. Pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau
pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima
sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistimatis;

3. Mensosialisasikan persyaratan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat;

4. Memerintahkan Inspektorat Daerah untuk
berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam
penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran
Tanah Sistematis Lengkap, sesuai Pasal 385 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah.

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 1 merupakan
kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa
Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang
menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-
kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa,
riwayat = pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang
dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset
pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara
sporadik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan

Bersama ini.

Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Meterai
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2
berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai
tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan
pengadaan Meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai
pengesahan Surat Pernyataan.

KEENAM...



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3

berupa pembiayan kegiatan yang melitputi:

1. biaya penggandaan dokumen pendukung;

2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;

3. transportasi Petugas Kelurahan/desa dari Kantor
kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka
perbaikan dokumen yang diperlukan.

Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan

pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM,

terbagi atas:

1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat,
Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi
Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450.000,00;

2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka
Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi
Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa
Teggara Barat) sebesar Rp 350.000,00;

3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat,
Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah,
Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara,
Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi
Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000,00;

4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi
Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi
Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp
200.000,00;

S. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH
tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan
(PPh).

Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis
tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum
Diktum KETIGA, Menteri Dalam Negeri memerintahkan
Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/
Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada
masyarakat.

KESEPULUH...



KESEPULUH : Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan

ini.

KESEBELAS : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini,

akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

KEDUABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal

ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ MENTERI DALAM NEGERI
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
REPUBLIK INDONESIA,
SOF¥AN X DJALIL —e TJAHJO KUMOLO

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

EKO PUTRO SA !f DJOJO



